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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah salah satu
entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun
Laporan Keuangan Semester I berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Semester I ini telah disusun
dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi
keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan
keuangan negara pada KPU Kabupaten Klaten. Disamping itu, laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor : 39 Klaten Kode pos 57411
Telepon ( 0272 ) 321494,322670 Fax ( 0272 ) 327200

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir,

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 20 Juli 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

 PYRNOMO, SSTP, M.Si
1998101001
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementrian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan

Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan

dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 13.200.000,- atau mencapai O

persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp O,-

Realisasi Belanja Negara pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Klaten sampai
dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 31.692.003.696,- atau mencapai
54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 58.724.302.000,-

2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana sampai dengan 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 991.526.928,-
yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 49.399.880,- Aset Tetap (netto
setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 499.037.881,- Piutang Jangka
Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp
439.414.542,- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan)
sebesar Rp 3.674.625,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing
sebesar Rp.213.157.047,- dan Rp 778.369.881,-
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3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan
non-operasional, suplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.
Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023
adalah sebesar Rp 0,-. sedangkan jumlah beban operasional adalah
sebesar Rp 4.293.936.105,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan
operasional sebesar Rp 4.293.936.105,-. Surplus Kegiatan Non Operasional
dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.
480.555.605,- dan sebesar Rp 3.753.061.086,- sehingga entitas mengalami
defisit LO sebesar Rp 3.753.061.086,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 901.953.148,- dikurangi
defisit-LO sebesar Rp. 31.797.986.963,- ditambah dengan koreksi-koreksi
senilai Rp. 4.400.000,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas
sebesar Rp. 31.678.803.696,- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni
2023 adalah senilai Rp. 778.369.881,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam
penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan
tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

untuk Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN TA2023 % thd Angg TA2022
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 13.200.000 0,00 29.950.788
JUMLAH PENDAPATAN - 13.200.000 0,00 29.950.788
BELANJA B.2.
Belanja Pegawai B.3 2.315.066.000 1.443.080.845 62,33 1.154.709.697
Belanja Barang B4 56.409.236.000 |  30.248.922.851| 53,62 148.130.323
Belanja Modal BS - - 0,00
Belanja Bantuan Sosial B.6 - -1 0,00
Pinjaman dan Hibah B.7 - - 0,00 -
JUMLAH BELANJA 58.724.302.000 |  31.692.003.696 | 53,97 1.302.840.020
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II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022

( dalam Rp)
URAIAN CATATAN 30Juni 2023 31 Desember 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran Cl 48.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan C2 -
Kas Lainnya dan Setara Kas C3 54.880
Piutang Bukan Pajak C4 -
Bagian Lancar TP/TGR C5
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7
BAGIAN LANCAR TP/TGR (NETTO) C8
Belanja Dibayar di Muka C9
Persediaan C10 -
Persediaan Belum Diregister C11 1.345.000
Jumlah Aset Lancar 49.399.880
PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tagihan TP/TGR C12 441.711.097 459.311.097
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP TGR C13 (2.296.555) (2.296.555)
TAGIHAN TP/TGR (NETTO) C14 439.414.542 457.014.542
Jumlah Piutang Jangka Panjang 439.414.542 457.014.542
ASET TETAP
Tanah C15 - -
Peralatan dan Mesin C.16 2.181.159.809 2.181.159.809
Gedung dan Bangunan C17 - -
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C18
Aset Tetap Lainnya C19
Peralatan dan Mesin Belum Diregister C20 - -
Akumulasi Penyusutan c21 (1.682.121.928) (1.682.121.928)
Jumlah Aset Tetap 499,037.881 499.037.881
ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud €22 - -
Aset Lain-Lain €23 805.908.441 905.380.441
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA C24 (802.233.816) (901.705.816)
Jumlah Aset Lainnya 3.674.625 3.674.625
JUMLAH ASET 991.526.928 959.727.048
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari KPPN C.25 48.000.000 -
Utang kepada Pihak Ketiga C.26 141.010.167 57.773.900
Utang yang Belum Ditagihkan C27 24.092.000 -
Utang Jangka Pendek Lainnya C.28 54.880 -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 213.157.047 57.773.900
JUMLAH KEWAJIBAN 213.157.047 57.773.900
EKUITAS
Ekuitas C.29 778.369.881 901.953.148
JUMLAH EKUITAS 778.369.881 901.953.148
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 991.526.928 959.727.048
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III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022

( dalam Rp)
URAIAN CATATAN 2023 2022
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1 - -
JUMLAH PENDAPATAN - -
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D.2 1.512.512.282 1.395.318.214
Beban Persediaan D.3 4.374.500 5.416.320
Beban Barang dan Jasa D.4 29.817.136.611 133.825.898
Beban Pemeliharaan D.5 35.064.000 19.455.200
Beban Perjalanan Dinas D.6 428.899.570 9.200.500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -
Beban Bantuan Sosial D.8 - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 - 145.794.938
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - (2.274.555)
JUMLAH BEBAN 31.797.986.963 1.706.736.515
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (31.797.986.963) (1.706.736.515)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.11 - 16.750.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.12 - -
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar - 16.750.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.13 - 13.200.788
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.14 - 5.156.600
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya = 8.044.188
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL - 24.794.188
POS LUAR BIASA D.15
Beban Luar Biasa - -
SURPLUS/DEFISIT LO (31.797.986.963) (1.681.942.327)
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IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022

( dalam Rp)
URAIAN CATATAN 2023 2022
EKUITAS AWAL El 901.953.148 1.016.104.000
SURPLUS/DEFISITLO E2 (31.797.986.963) (1.681.942.327)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E3 (4.400.000)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN E3.1

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR E3.2

PENYESUAIAN NILAI ASET £33

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E34

SELISIH REVALUASI ASET TETAP E35

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E36 -

KOREKSI LAIN-LAIN E3.7 (4.400.000) -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E4 31.678.803.696 1.272.889.232
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS ES (123.583.267) (409.053.095)
EKUITAS AKHIR Eb 778.369.881 607.050.905
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar A.1. DASAR HUKUM
Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222 /PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian

Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN

Rencana RENCANA STRATEGIS KPU

Strategis
Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk

didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi

masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga
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legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga
penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilihan

umum yang adil dan demokratis.

1.Visi
Terwujudnya  Komisi Pemilihan Umum  sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas,
professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi
terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Misi

1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradap;

3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan

Umum yang bersih, efisien dan efektif;

4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta
Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta
menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk
berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi
terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis.
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STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota. Sumber Daya manusia (SDM) dan
Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten yakni sebagai berikut :

NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | STATUS
1 |Strata?2 2 2 4 PNS
2 [Stratal 6 2 8 PNS
3 |Diploma III 1 0 1 PNS
4 |SLTA 3 0 3 PNS
5 |SLTP 0 0 0 PNS
6 |PPNPN 6 5 11 PPNPN

BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
Ketua KPU W
Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU ] Anggota KPU
Sekretaris }
|
| | | |
Kasubag. Kasubag. Keuangan, Kasubag. Teknis Kasubag.
Perencanaan, Umum & Logistik Penyelenggara & Hukum & SDM
Data & Informasi RuEmas
i | I I
Staf Staf Staf Staf
| | | |
Staf Staf Staf Staf
| | | I
Staf Staf Staf Staf
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Pendekatan A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan .
Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 ini
Laporan
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
Keuangan

yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi berbasis web
yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
terutama pada Modul GL dan Pelaporan. Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang
digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung
implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan
yang meliputi tahapan perencanaan hingga
pertanggungjawaban  anggaran. SAKTI mengintegrasikan
seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari
mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban
Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single
database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan
entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh
Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan
secara sistem elektronik.serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga.

Salah satu Modul yang menjadi bagian di dalam SAKTI adalah
Modul GL dan Pelaporan yang memuat keseluruhan proses yang
terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Modul GL dan
Pelaporan dirancang untuk menggantikan fungsi SAIBA dalam
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.
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Kebijakan
Akuntansi
atas

Pendapatan

Kebijakan
Akuntansi
atas

Belanja

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I

Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan

dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten

adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas
Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
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pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
e Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan
menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
Kebijakan (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset
Akuntansi e Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
atas Aset dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam
seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah.
e Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset
Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset a. Aset Lancar
Lancar e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang
diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan.
e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di
neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal neraca.
e Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai
yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan

surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,
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yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam
waktu 12 (dua Dbelas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar
Piutang.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar
TPA/TGR.

e Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

e Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil
perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan
dengan:

» harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;
» harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset b. Aset Tetap
Tetap e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari satu tahun.

e Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut :

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin
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dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari Rp
25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian..

Piutang c. Piutang Jangka Panjang
Jangka e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan
Panjang jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12

bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam
Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang
jatuh tempo lebih dari satu tahun.

e TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal
dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran
yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

e TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/daerah.

e TGR merupakan suatu proses yang dilakukan

terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri
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Aset

Lainnya

Kebijakan
Akuntansi
atas

Kewajiban

bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset
Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kewajiban Akuntansi atas Kewajiban

e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau
jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
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Kebijakan
Akuntansi
Atas
Ekuitas

Dana

Kebijakan
Akuntansi
atas
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

e Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah,
yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

e Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi.

e Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar
dan kewajiban jangka pendek.

e Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset
tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih

e Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang
berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian
kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan
jatuh tempo dan wupaya penagihan yang dilakukan
pemerintah.

e Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing
piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang

dan

Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
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Penyusutan

Aset Tetap

Penggolongan Kualitas Piutang

Lancar Belum 411akukan pelunasan s.d. 0.5%
tanggal jatuh tempo
Kuran Satu bulan terhitung sejak tanggal
& Surat Tagihan Pertama tidak 10%
Lancar .
dilakukan pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal
Diragukan Surat Tagihan Kedua tidak 50%
dilakukan pelunasan
Macet Satu bulan terhitung sejak tanggal 100%

Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan

Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan Keuangan TA 2023 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menerapkan
penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat
dari suatu aset tetap.

Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah,
Konstruksi dalam Pengerjaaan (KDP) dan Asset Tetap
yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang

tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2023 untuk asset
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tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2023.
Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 30
Juni 2023, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan
nilai perolehan.

* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.

* Penyusutan Asset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai
yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata
setiap semester selama Masa Manfaat.

» Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
:59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table

masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Peralatan dan Mesin 2s.d 20
tahun
10 s.d 50
B
Gedung dan Bangunan tahun
5s.d 40
Jal Iri i, dan Jari
alan, Irigasi, dan Jaringan tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik 4 tahun
modern)
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Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah

Rp. 13.200.000,-

Realisasi Belanja
Negara
Rp.31.692.003.696

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 13.200.000,-

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat

dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

TAHUN 2023
Uraian . % Real
Anggaran Realisasi Angg.
1. Penerimaan Perpajakan -
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 13.200.000
Jumlah 13.200.000

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
30 Juni 2023 adalah Rp.
31.692.003.696,- atau 53,97 persen dari anggaran senilai Rp.
58.724.302.000,-

sampai dengan sebesar

Rincian Anggaran dan realisasi belanja

sampai dengan 30 Juni 2023 tersaji pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Pegawai 2.315.066.000 1.443.080.845( 62,33
Belanja Barang 56.409.236.000 30.248.922.851| 53,62
Belanja Modal 0 0 0
Pinjaman Hibah 0 0 0
Total Belanja 58.724.302.000 31.692.003.696| 53,97
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Belanja Pegawai

Rp. 1.443.080.845

Belanja Barang

Rp 30.248.922.851

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten sampai dengan 30 Juni 2023 meliputi :
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Tunjangan Khusus

dan Belanja Pegawai Transito.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN JENIS TA. 2023 TA. 2022 Naik

BELANJA (Turun) %
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

Belanja Pegawai 2.315.066.000 | 1.443.080.845 | 62,33% | 2.315.066.000 1.154.709.697 | 49,88% | 12,46%

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Belanja Pegawai sampai
dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp 1.443.080.845,- dan Rp 1.154.709.697,-.
Prosentase realisasi belanja pegawai sampai dengan 30 Juni
2023 mengalami kenaikan sebesar 12,46 persen dari
prosentase realisasi belanja TA 2022. Hal ini disebabkan

antara lain oleh:

1. Adanya Pegawai yang mendapat Kenaikan Gaji Berkala
maupun Kenaikan Pangkat.

2. Adanya Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember
2022 yang dibebankan pada Anggaran Belanja Pegawai
Tahun 2023.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni TA 2023 dan
TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.248.922.851,-
dan Rp. 148.130.323,-.

Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN JENIS TA. 2023 TA. 2022 Naik

BELANJA (Turun) %
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

Belanja Barang 56.409.236.000 | 30.248.922.851 | 53,62% 947.180.000 148.130.323 15,64% | 37,98%
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Belanja Modal
Rp. 0,-

Belanja Bantuan

Sosial Rp.O0,-

Belanja Hibah
Rp.O,-

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa Prosentase
Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni TA 2023
mengalami penurunan sebesar 37,98 persen dari Prosentase

Realisasi Belanja Barang TA 2022.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2023 dan
2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Hal tersebut
dikarenakan pada Semester I Tahun Anggaran 2023 dan
2022, KPU Kabupaten Klaten tidak memperoleh alokasi Pagu
Anggaran Belanja Modal.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 Juni TA
2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. dan Rp
0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 Juni TA 2023 sama
dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 Juni TA
2022. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022

tidak ada Pagu Anggaran Bantuan Sosial.

B.7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 30 Juni TA 2023 dan
2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. Hal ini disebabkan
pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ada Dana Hibah.
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Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp 48.000.000,-

Kas Lainnya dan
Setara Kas

Rp.54.880,-

Piutang Bukan
Pajak
Rp 0,-

Bagian Lancar
Tagihan TP/ TGR
Rp O,-

Bagian Lancar TPA
Rp O,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 30 Juni
Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.
48.000.000,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran
merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari
sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau
belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal

neraca.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni
Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar
Rp.54.880,- dan Rp. 0,- . Saldo ini adalah Saldo Pajak yang
belum disetor di bulan Juni 2023.

C.4 Piutang Bukan Pajak
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki

Piutang Bukan Pajak.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2023

dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
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Penyisihan Piutang
Tak Tertagih —
Piutang Lancar

Rp O,-

Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp.0,-

Persediaan

Rp 186.187.920,-

Persediaan Belum
Diregister

Rp.0,-

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp 441.711.097,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 30 Juni
2023 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih-

Piutang Lancar.

C.8 Bagian Lancar TP/TGR (Netto)

Nilai Bagian Lancar TP/TGR (Netto) untuk Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 30 Juni 2023 dan

2022 masing-masing sebesar Rp. O,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing
sebesar Rp O0,- . Persediaan adalah aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau
untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

C.11 Persediaan Belum Diregister

Persediaan belum diregister per 30 Juni 2023 dan 2022
masing-masing sebesar Rp. 1.345.000,- dan Rp. O,-. Saldo
ini berasal dari transaksi pembelian barang persediaan
dengan tanggal dokumen di bulan Juni namun baru
diterima di bulan Juli sehingga terjadi perbedaan antara

tanggal dokumen dengan tanggal buku.

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 30 Juni
2023 dan 2022 memiliki Tagihan  Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-
masing sebesar Rp. 441.711.097,- dan Rp. 459.311.097,-
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Adapun Rincian dari Piutang Tagihan TP/TGR adalah

sebagai berikut :

Tgl. Setoran NTPN NTB/NTP Nominal |Saldo Piutang TP/TGR
Saldo Awal 2023 454.911.097
02/01/2023 B75B16UBECI8578R 001195900059 2.200.000 452.711.097
01/02/2023 BCD9348VV56EITIG 001195900006 2.200.000 450.511.097
02/03/2023 8A8446USEKUDINN3 001195900009 2.200.000 448.311.097
03/04/2023 7D4D68N3EA67VV5P 001195900037 2.200.000 446.111.097
02/05/2023 OE83C6UBEL4C2PVL 001195900007 2.200.000 443.911.097
05/06/2023 2A23E55DF02K4AMQV  ]001195900057 2.200.000 441.711.097

Penyisihan Piutang  C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Tagihan TP/TGR

Tak Tertagih —
Tagihan TP/ TGR
Rp. 2.296.555,-

Tagihan TP/ TGR
(Netto)
Rp. 439.414.542,-

Tanah

Rp O,-

Peralatan dan
Mesin

Rp. 2.181.159.809

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 30 Juni
2023 dan 2022 melakukan Penyisihan Piutang Tak
Tertagih — Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti (TP/TGR) Rp.
2.296.555,-

Rugi masing-masing sebesar

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) Netto
Saldo Tuntutan

(TP/TGR)

Adapun Tagihan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Netto
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 30
sebesar Rp.

Juni 2023 dan 2022 masing-masing

439.414.542,- dan Rp. 457.014.542,-

C.15 Tanah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki

Aset Berupa Tanah.

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni
2023 yaitu Rp.1.773.282.208,- dan saldo aset tetap berupa
Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 sebesar Rp
2.181.159.809 ,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Gedung dan
Bangunan

Rp. O,-

Jalan,Jaringan dan

Irigasi Rp.O0,-

Aset Tetap Lainnya
Rp 0,-

Peralatan dan
Mesin Belum

Diregister Rp.O0,-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.1.682.121.928,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 2.181.159.809

Mutasi tambah:
Peralatan dan Mesin
Hibah Barang
Transfer Masuk
Koreksi tambah
Mutasi kurang:
Penghentian dari penggunaan

Saldo per 30 Juni 2023 2.181.159.809

C.17 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022
adalah Rp 0,- dan Rp O,-.

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

C.19 Aset Tetap Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki
Aset tetap Lainnya

C.20 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2023

dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0O,-.

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023
adalah Rp 1.682.121.928,-. Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP).
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Aset Tidak
Berwujud Rp 0,-

Aset Lain-Lain

Rp 805.908.441,-

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya

Rp 802.233.816,-

Uang Muka dari
KPPN
Rp.48.000.000,-

C.22 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) KPU Kabupaten Klaten per
30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak
Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain KPU Kabupaten Klaten per 30 Juni
2023 dan 2022 adalah Rp. 805.908.441,- dan
Rp.905.380.441,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik
Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan

tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya KPU Kabupaten
Klaten per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing
Rp. 802.233.816,- dan Rp. 901.705.816,-. Akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset
Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022
masing-masing sebesar Rp 48.000.000,- dan Rp O,-. Uang
Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Persediaan (UP)
yang diberikan KPPN dan masih berada pada atau dikuasai

oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2023 29



Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 141.010.167,-

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp 24.092.000,-

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp.54.880,-

Ekuitas
Rp 901.953.148,-

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022
masing-masing sebesar Rp.141.010.167,- dan
Rp.57.773.900,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan
kewajiban yang masih harus dibayar dan segera
diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.
Adapun rincian saldo utang kepada Pihak ketiga ini adalah

sebagai berikut :

Akun Uraian Jumlah Keterangan

68.090.337 |Gaji PNS Bulan Juli 2023

212111 |Belanja pegawai yang masih harus dibayar -
59.115.000 [Uang Kehormatan KPU Bulan Juli 2023

212112 |Belanja barang yang masih harus dibayar 13.804.830 [SPM LS Non Kontraktual Nomor : 00108
Tanggal SPM 26 Juni 2023
Tanggal SP2D 3 Juli 2023

JUMLAH 141.010.167

C.27 Utang yang Belum Ditagihkan
Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2023 dan
2022 adalah Rp. 24.092.000,- dan Rp. 0,-. Nilai di periode
30 Juni 2023 diperoleh dari BAST/SPBy yang belum di
SPP/SPM-kan saat tanggal pelaporan.

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2023
dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 54.880 dan RpO.
Utang Jangka Pendek Lainnya diperoleh dari pajak yang

belum disetorkan pada saat tanggal pelaporan.

C.29 Ekuitas

Ekuitas KPU Kabupaten Klaten per 30 Juni 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp 901.953.148,- dan Rp
1.016.104.000,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
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Pendapatan PNBP
Rp 0,-

Beban Pegawai

Rp. 1.512.512.282,-

Beban Persediaan

Rp. 4.374.500,-

Beban Barang dan
Jasa

Rp29.817.136.611,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp O,-.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 30 Juni Tahun 2023 dan
2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.512.512.282,-
dan Rp 1.395.318.214,- . Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.
D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni Tahun 2023 dan
2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.374.500,- dan Rp
5.416.320,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk
mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa KPU Kabupaten Klaten Per
30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing
sebesar Rp 29.817.136.611,- dan Rp 133.825.898,-. Beban
Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa
konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain
berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2023 31



Beban
Pemeliharaan Rp

35.064.000,-

Beban Perjalanan
Dinas

Rp. 428.899.570,-

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat

Rp O,-

Beban Bantuan

Sosial Rp 0,-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi

Rp.0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni Tahun 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp 35.064.000,- dan Rp
19.455.200,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset

lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Klaten Per 30 Juni
Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp
428.899.570,- Rp 9.200.500,-. Beban

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas

dan tersebut

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun
2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp O0,-. Beban
Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan
beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada

masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan
sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni
Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-
145.794.938,-.

dan Rp. Beban Penyusutan merupakan

beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu
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Beban Penyisithan
Piutang Tak
Tertagih Rp O,-

Pendapatan
Pelepasan Aset

Non Lancar Rp. 0,-

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar

Rp.0,-

Pendapatan dari

Kegiatan Non

Operasional Lainnya

Rp. 0,-

Beban dari Kegiatan

Non Operasional

Lainnya Rp.0,-

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan
Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam
suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih untuk periode 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 2.274.555,-.
D.11 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode
30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan
Rp. 16.750.000,-.

D.12 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 30
Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.
0,-.

D.13 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
untuk Periode 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing
sebesar Rp. 0,- dan Rp. 13.200.788,-.

D.14 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk
Periode 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.

0,- dan Rp. 5.156.600,-.
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Pos Luar Biasa Rp
0,-

Ekuitas Awal
Rp.901.953.148,-

Defisit LO Rp.
31.797.986.963,-

Koreksi yang
Menambah/Mengu
rangi Ekuitas

Rp.4.400.000,-

Dampak Kumulatif
Perubahan

Kebijakan Rp.O0,-

D.15 Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan

berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp 901.953.148,- dan

Rp1.016.104.000,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 31.797.986.963,-
dan Rp 1.681.942.327,-. Defisit LO merupakan selisih

kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional,
surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar

biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 4.400.000,- dan
Rp.O,-.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/deficit kegiatan  operasional, surplus/defisit

kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan
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Penyesuaian Nilai
Aset
Rp.0,-

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. O,-

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp O,-

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp 0,-

Koreksi Lain-Lain

Rp O,-

2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.O,-.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan
Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil
penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan

harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023

dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp O,-.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang
muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir
pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp 0,- dan Rp O,-.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp O,-
dan Rp O,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai
aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi

nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp O,-.
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Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang
Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi

atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar

E.4 Transaksi Antar Entitas
Entitas Rp.

31.678.803.696,-  Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir
30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.
31.678.803.696,- dan Rp. 1.272.889.232,-. Transaksi antar
Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih
entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir E.5 Ekuitas Akhir

Rp.778.369.881,-
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp. 778.369.881,- dan
Rp.607.050.905,-
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
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